
WALIKOTA BLITAR 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERA TURAN WALIKOTA BLITAR 

NOMOR 67 TAHUN 2023 

TENT ANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 66 TAHUN 2021 
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 

PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA 
MONITORING DAN EV ALUASI HIBAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BLITAR, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa Peraturan Walikota Blitar Nomor 66 Tahun 
2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan 
dan Penatausahaan, Pela po ran dan 
Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi 
Hibah masih memerlukan penyempurnaan untuk 
dapat menampung kebutuhan hukum dalam 
pelaksanaan hibah yang efektif dan efisien, sehingga 
perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan 
Peraturan Walikota Blitar tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2021  
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban 
serta Monitoring dan Evaluasi Hibah; 

1 .  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang­ 
Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 
(Republik Indonesia Dahulu] tentang Pembentukan 
Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 551 ) ;  
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 
II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3243); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 
2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177) ;  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165) ;  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012  tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) ,  
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

a 
• 
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Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

1 1 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Telmis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1781 ) ;  

12 .  Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 2) ;  

13. Peraturan Walikota Blitar Nomor 66 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban 
serta Monitoring dan Evaluasi Hibah (Berita Daerah 
Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 66) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Walikota Blitar Nomor 66 Tahun 2021 tentang Tata 
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 
Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring 
dan Evaluasi Hibah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 
2022 Nomor 74); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 66 TAHUN 
2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, 
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN 
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN 
EVALUASI HIBAH. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar 
Nomor 66 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, 
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan 
Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah 
(Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 66) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota 
Blitar Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Walikota Blitar Nomor 66 Tahun 2021 tentang 
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 
Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan 
Evaluasi Hibah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 
Nomor 7 4) diubah sebagai berikut: 

1 .  Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 5 

( 1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 dapat diberikan Pemerintah Daerah 

kepada: 

a 
. 
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a. pemerintah pusat; 

b. pemerintah daerah lain; 

c. badan usaha milik negara; 

d. badan usaha milik daerah; 

e. badan, lembaga dan organisasi 
kemasyarakatan yang berbadan hukum 
Indonesia; dan/ atau 

f. partai politik. 

(2) Hibah kepada badan usaha milik daerah 
sebagaimana dimaskud pada ayat ( 1 )  huruf d, 
dapat diberikan sebagai penerusan hibah dari 
Pemerintah kepada Pemerintah Daerah. 

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 6 

( 1 )  Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diberikan 
dalam bentuk: 

a. uang; 

b. barang; atau 

c. jasa. 

sesuai peraturan perundang-undangan atau 
kondisi tertentu lainnya. 

(2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
huruf d dapat diberikan dalam bentuk uang atau 
jasa. 

(3) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
huruf f berupa pemberian bantuan keuangan 
yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang­ 
undangan. 

(4) Hibah dalam bentuk uang diberikan secara 
langsung kepada penerima Hibah untuk 
mendukung pelaksanaan Program, Kegiatan 
dan/ atau Sub Kegiatan. 

( 5) Hibah dalam bentuk barang atau jasa hasil 
pengadaan, diberikan secara langsung kepada 
penerima Hibah. 

3. Ketentuan Pasal 1 1  diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1 1  

(  1)  Hi bah Pemerintah Daerah kepada badan usaha 
milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
5 huruf c diberikan untuk meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
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(2) Hibah Pemerintah Daerah kepada badan usaha 
milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
5 huruf d diberikan dalam rangka untuk 
meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah 
Daerah dari pemerintah pusat. 

4.  Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 12 

( 1 )  Hibah Pemerintah Daerah kepada badan atau 
lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
huruf e diberikan dengan ketentuan: 

a. badan atau lembaga bersifat nirlaba, 
sukarela dan sosial yang dibentuk 
berdasarkan peraturan perundang­ 
undangan; 

b. badan atau lembaga bersifat nirlaba, 
sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat 
Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh 
Menteri Dalam Negeri atau Gubernur atau 
W alikota; a tau 

c. badan atau lembaga bersifat nirlaba, 
sukarela bersifat sosial kemasyarakatan 
berupa kelompok masyarakat yang 
keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat 
dan/ atau pemerintah daerah melalui 
pengesahan atau penetapan pimpinan 
instansi vertikal atau kepala SKPD terkait 
sesuai dengan kewenangannya. 

d. koperasi yang didirikan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya. 

(2) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan dengan 
persyaratan paling sedikit: 

a. memiliki kepengurusan di daerah domisili; 

b. memiliki keterangan domisili dari kelurahan 
setempat; dan 

c. berkedudukan dalam wilayah administrasi 
Pemerintah Daerah dan/ atau badan dan 
lembaga yang berkedudukan di luar wilayah 
administrasi Pemerintah Daerah untuk 
menunjang pencapaian sasaran Program, 
Kegiatan dan/atau Sub Kegiatan Pemerintah 
Daerah selaku pemberi Hibah. 

Q 
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5. Ketentuan Pasal 13 ayat ( 1 )  diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 13 

( 1)  Hibah Pemerintah Daerah kepada organisasi 
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e 
diberikan kepada organisasi kemasyarakatan 
yang berbadan hukum Yayasan atau organisasi 
masyarakat yang telah mendapatkan pengesahan 
badan hukum dari kementerian yang membidangi 
urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  diberikan 
dengan persyaratan paling sedikit: 

a. telah terdaftar pada Kementerian yang 
membidangi urusan hukum dan hak asasi 
manusia; 

b. berkedudukan dalam wilayah administrasi 
Pemerintah Daerah; dan 

c. memiliki sekretariat tetap di Daerah. 

6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 14 

( 1 )  H i b ah  Pemerintah Daerah kepada partai politik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f 
diberikan kepada partai politik sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Hibah kepada partai politik sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  berupa pemberian 
bantuan keuangan kepada partai politik yang 
mendapatkan kursi di DPRD yang besaran 
penganggaran belanja bantuan keuangan kepada 
partai politik berpedoman pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Pemberian hibah bantuan keuangan kepada 
partai politik, tidak dituangkan dalam Naskah 
Perjanjian Hibah Daerah yang pelaksanaannya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku. 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

p 
, 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan W alikota mi dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar. 

Ditetapkan di Blitar 
pada tanggal 12 Desember 2023 
WALIKOTA BLITAR, 

ttd. 

SANTO SO 

Diundangkan di Blitar 
Pada tanggal 12 Desember 2023 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR, 

ttd. 

PRIYO SUHARTONO 

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 67 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA B GIAN HUKUM, 

IKA HAD IJAYA S.H. M.H. 
1 2 1 0  200604 1 008 


